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ABSTRAK
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP ORGANISASI MASSA
Oleh:
ACHMAD RIFAT ALI BAHAR

Hak dan Kewajiban adalah sesuatu yang selalu berdampingan, untuk memperoleh hak
kita mempunyai suatu kewajiban yang harus terlaksana, sebaliknya ketika hak sudah
terpenuhi maka kita harus melakukan kewajiban itu sampai tanggung jawab atas kewajiban
itu tuntas. Dalam sebuah negara hak dan kewajiban diatur dalam UUD 1945 oleh sebab itu
hak dan kewajiban sudah sepantasnya kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia.

Hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam
undang-undang, artinya bahwa berserikat dan berkumpul salah satu dasar adanya organisasi
di Indonesia.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui hak dan kewajiban negara terhadap
organisasi massa dan bagaimana hak dan kewajiban negara terhadap organisasi massa dalam
hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran organisasi massa dalam sebuah negara
sangatlah penting, karena ormas adalah sebuah kelompok yang dibuat atas dasar kesamaan
aspirasi ide manusia demi mencapai tujuan dan cita cita negara, artinya secara tidak langsung
ormas juga mempunyai peran dalam memajukan sebuah negara hanya saja jikalau ormas itu
melenceng dari tujuan yang sesuai Pancasila maupun UUD 1945 maka negara mempunyai
hak penuh atas pembubaran ormas tersebut.

Kata kunci : Hak dan Kewajiban, Negara, Organisasi Massa
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Istilah Negara dalam Bahasa sansekerta disebut dengan istilah “nigari”

atau “nagar” yang berarti kota. Kemudian dalam Bahasa daerah (dari suku-suku
yang ada di Indonesia) menerima arti “daerah™ “wilayah”, “negeri” (Aceh) atau
tempat tinggal seorang raja atau pangeran (negeri, negara di pulau jawa) dan
“kota” (negeri, Melayu). Selanjutnya dalam Bahasa melayu modern, istilah
“negara” sama artinya dalam Bahasa Indonesia. Jadi, istilah “negara” dalam
sejarah berhubungan dengan wilayah, kota, sang penguasa.*

Beberapa penjelasan negara menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Miriam Budihardjo, Negara adalah organisasi yang dalam
sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua
golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari
kehidupan itu.Soenarko, Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai
daerah tertentu, dengan kekuasaan negara yang berlaku sepenuhnya sebagai
kedaulatan.

Menurut G. Pringgodigdo, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau
organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu.

Menurut G. Jellinek, Negara adalah organisasi dari sekelompok manusia
yang telah berkediaman di wilayah tertentu atau dengan kata lain negara
merupakan ikatan orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang

dilengkapi dengan kekuasaan untuk memerintah.

Menurut Farid S, Negara adalah suatu wilayah merdeka yang mendapat
pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan.sendiri.

! Ramiyanto dan Karyadin, “llmu Negara”. (Yogyakarta: Deepublish, 2020). Hal. 15



Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara adalah suatu
organisasi yang di bentuk oleh masyarakat disuatu wilayahnya itu sendiri dengan
mempunyai kekuasaan serta kedaulatan untuk memerintah dan membuat aturan
dan hukumnya sendiri untuk mencapai tujuannya dan memenuhi persyaratan
unsur-unsur tertentu agar mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain.

Dalam sebuah negara tentunya kita mengenal hukum di dalam suatu
negara, berikut ini penjelasan hukum menurut para ahli hukum adalah sebagai
berikut.

E. Utrecht, dalam bukunya Pengantar dalam hukum Indonesia, Hukum
adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu
masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota yang bersangkutan, oleh karena
pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakkan fari
pemerintah masyarakat itu.

Immanuel Kant, dalam bukunya Inleiding tot de Rechtswetsnschap,Hukum
adalah keseluruhan syarat-syaratyang dengan ini kehendak bebas dan orang yang
satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak yang bebas dan orang lain,
menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Leon Duguit, dalam bukunya Traite de Droit Constitutional, Hukum
adalah tingkah laku para anggota masyarakat, aaturan yang daya penggunaannya
pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan
Bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang

melakukan pelanggaran itu.



Sunaryati Hartono, dalam bukunya Capita Selecta Perbandingan Hukum,
Hukum tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut
dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia
lainnya, atau dengan perkataan lainnya, hukum mengatur pelbagai aktivitas
manusia didalam hidup bermasyarakat.

E. Moyers, dalam bukunya De Algemene begrippen van de Burgerlijk
Recht, Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan,
ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman
bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

Dari pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum
adalah seperangkat norma atau kaidah yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur
tingkah laku manusia dengan tujuan untuk mencapai ketentraman dan kedamaian
di dalam masyarakat.

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman
Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam the Republic berpendapat bahwa adalah
mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan
kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui
kebaikan, yaitu seorang filosof (the philosopher king). Namun dalam bukunya
“the Statesman” dan “the Law”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan
adalah (the second best) bentuk paling baik kedua yang menempatkan supremasi
hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang

adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut



Aristoteles adalah untuk mencapai (the best life possible) artinya kehidupan yang

paling baik yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.

Negara hukum pada hakekatnya merupakan negara yang dalam aktifitasnya
selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi
warganya. Teori negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan asas legalitas
tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya, hukum yang
mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah itu diartikan sebagai
hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.’

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah rechtstaat atau Rule of
Law. Istilah Rechstaat diberikan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental,
sedangkan istilah Rule of Law diberikan oleh ahli Anglo-Saxon. Rechstaat atau
Rule of Law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari
gagasan konstitusionalisme.Negara yang menganut gagasan ini dinamakan
Constitutional State atau Rechstaat (Miriam Budiardjo, 2008). Oleh karena itu,
konstitusi dan negara (hukum) merupakan dua Lembaga yang tak terpisahkan.’

Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional hal ini
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahkan secara historis negara
hukum (Rechtsstaat) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa

sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum

% Nukthoh Arfawie Kurde, “Telah Kritis Teori Negara Hukum Konstitusi dan Demokrasi
Dalam Rangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945,
Yokyakarta : Pustaka Pelajar 2005
® Wnarno, “Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan”, Jakarta: PT Bumi Aksara
2018. Hal. 137



perubahan.* Yang dimaksud negara hukum dalam UUD 1945 adalah negara yang
didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa
dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara yang kuat adalah negara
yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk
kewenangan-wenangan. Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa
diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam UU RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara
sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.> Ormas
memiliki ruang lingkup bersifat Nasional, Daerah dan Kota/Kabupaten di
Indonesia Ormas bertujuan untuk:
a.  meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
b.  memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c.  menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang
hidup dalam masyarakat;

e.  melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

* Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan
memasukkan ke dalam materi batang tubuh
® Budi Wijaya “Penjelasan Ormas”, Diakses melalui https:/id.wikipedia.org/wiki/Orga.
Pada tanggal 5 November 2021



f.  mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi
dalamkehidupan bermasyarakat;

g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan

h.  mewujudkan tujuan negara.’

Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu
yang mestinya Kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan
dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal
kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan
yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya.
Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan
hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita
lakukan karena sudah mendapatkan hak. Tergantung situasinya.Sebagai warga
negara Kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan
masing-masing supaya mendapatkan hak Kkita sebagai warga negara yang
baik.Dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa
dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau gak seimbang
bisa terjadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum.

Disamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara,
dalam UUD 1945 hasil amandemen | telah dicantumkan adanya hak asasi
manusia. Ketentuan mengenai hak asasi manusia ini merupakan langkah maju dari

bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan konstitusional yang demokratis.

® Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan



Ketentuan mengenai hak asasi manusia tertuang pada pasal 28 A UUD 1945.

Dalam ke tentuan tersebut juga dinyatakan adanya kewajiban dasar manusia.

Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap

warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya

merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Berikut ini beberapa

ketentuan tersebut.

a.

b.

Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan.

Hak negara untuk dibela.

Hak negara untuk menguasai bumi air dan kekeyaan untuk kepentingan
rakyat.

Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil.

Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara.

Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk
rakyat.

Kewajiban negara memberi jaminan sosial.

Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.’

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam pembahasan ini yang akan dijelaskan dan

menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.

Apakah Hak dan Kewajiban Negara terhadap Organisasi Massa?

" Ibid. Hal 53



2. Bagaimanakah Hak dan Kewajiban Organisasi Massa Menurut Hukum

Positif Indonesia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian
1. Ruang Lingkup
Adapun yang menjadi Ruang Lingkup pada pembahasan ini ialah tentang
hak dan kewajiban negara terhadap organisasi massa berdasarkan UUD 1945 dan
dalam pelaksanaanya serta pendapat para ahli mengena ipembahasan ini.
2. Tujuan Penelitian
Sebagai pengetahuan bagaimana peran negara terhadap organisasi massa
berdasarkan hukum-hu kum di Indonesia serta fungsi dan peranan organisasi
massa dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan negara dari berbagai

aspek serta kedudukan organisasi di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan
secara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan
dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Untuk itu guna memudahkan

pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional



sehubungan dengan istilah-isitilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

Negara adalah suatu organisasi yang di bentuk oleh masyarakat disuatu
wilayahnya sendiri untuk mengatur segala urusan didalamnya dengan
meneggakkan hukum.
Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang dibuat oleh
penguasa untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk
mencapai ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.
Indonesia adalah negara hukum, Sesuai dengan yang ada di dalam UUD
1945 pasal 1 ayat (3). Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di
dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat
memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara yang kuat
adalah negara yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang
membatasi segala bentuk kewenangan-wenangan. Hingga pada akhirnya
keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan
bermasyarakat.
Organisasi adalah Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat
secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila.
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5. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak
atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus Kita
lakukan karena sudah mendapatkan hak. Tergantung situasinya.Sebagai
warga negara Kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai
kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga
negara yang baik.Dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban ini merupakan
hal yang tidak bisa dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus
seimbang. Kalau gak seimbang bisa terjadi pertentangan dan bisa saja
menempuh jalur hukum.

6. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya
kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan
orang lain tidak bolehmerampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal
kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan
penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain

sebagainya.

E. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian
Karena dengan adanya metode penelitian kita tidak akan mampu menemukan,

merumuskan dan menganalisis data.

1. Jenis Penelitian
Sejalan dengan masalah yang dibahasan dalam permasalahan ini, maka jenis
penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif, penelitian Normatif yaitu

penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri,
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dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian keperpustakaan (Library
Research) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan
pelaksanaanyayang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam
penulisan skripsi ini.?
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini merupakan deskriptif analitik, metode ini bertujuan untuk
memberikan gambaran yang di lakukan dengan kualitatif dari teori-teori ilmu
negara dan teori-teori negara hukum dan hukum-hukum di Indonesia.
3. Pengumpulan Data
Pengumupulan data dilakukan tidak menggunakan bahan hukum, dengan
studi keperpustakaan, yaitu mempelajari buku-buku keperpustakaan atau literatur
dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian
ini. Data sekunder yang diperoleh melalui studi ke perpustakan atau literatur, data
sekunder tersebut meliputi:®
a) Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya.
b) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian, karya
ilmiah, media cetak dan elektronik.
c) Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan-bahan dari internet

dan data statistik yang relevan dengan permaslahan penelitian ini.

® Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: University Press, 2020) Hal. 45-46
*Ibid., Hal. 64.
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4. Analisis Data
Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara
deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan
kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan data atau tergantung objek yang ingin
digunakan untuk pengumpulan data dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.*

5. Sistematis Penulisan

Rencana penulisan Skripsi ini akan disusun seacar keseluruhan dalam 4
(empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan,
kerangka kopseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi uraian yang berkaitan tentang objek pembahasan
mengenai

A. Negara

B. Organisasi Massa

C. Hak dan Kewajiban

D. BAB IlI: Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Apakah Hak dan Kewajiban Negara terhadap Organisasi massa?

19 Suteki dan Galang Taufani, “Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)”.
(Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), Hal. 215-216.
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2. Bagaimanakah Hak dan Kewajiban Organisasi Massa Menurut Hukum

Positif Indonesia?

BAB IV: Penutup
A. Kesimpulan

B. Saran
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